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BAB VI  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

6.1. Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan investigasi kecurangan terhadap proses pengadaan perangkat IT 

penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) jarak jauh di tingkat SMP di Kabupaten Bandung 

Barat, ditemukan sejumlah indikasi penyimpangan yang mencakup aspek kepatuhan, hasil 

pekerjaan, dan hukum.  

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 tidak 

menyebutkan temuan spesifik terkait pengadaan perangkat IT untuk KBM jarak jauh di SMP. 

Namun, terdapat temuan ketidakpatuhan umum pada proyek lain yang menunjukkan masalah 

pengelolaan dan penggunaan anggaran yang tidak efisien. Temuan terkait ketidaksesuaian 

regulasi dan potensi pemborosan anggaran menunjukkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas 

dalam pengadaan perlu ditingkatkan. Proses pengadaan yang cepat dan terkesan terburu-buru 

menimbulkan kecurigaan terhadap transparansi dan keadilan dalam proses tender. Spesifikasi 

perangkat IT yang diadakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk KBM 

jarak jauh, dan beberapa perangkat dinilai memiliki spesifikasi yang terlalu tinggi dan tidak 

relevan. Beberapa perangkat tidak digunakan secara optimal dan masih tersimpan dalam 

kemasan, menunjukkan bahwa pengadaan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang 

sebenarnya. Harga perangkat IT yang tidak wajar dan spesifikasi yang tidak relevan 

menunjukkan adanya inefisiensi dan pemborosan anggaran, melanggar prinsip efisiensi dan 

efektivitas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Temuan adanya praktik monopoli 



87 
 

 

dan kartel serta indikasi kerjasama antara penyedia dan instansi pemerintah melanggar prinsip 

persaingan usaha sehat dan ketentuan dalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Dari hasil investigasi ini, dapat disimpulkan bahwa potensi kecurangan dalam paket 

pengadaan barang/jasa publik dapat dibuktikan dengan Metode Investigasi Kecurangan. Skor 

PFA (Potential Fraud Analysis) dalam Opentender dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

melakukan investigasi kecurangan pada suatu paket pengadaan barang/jasa publik. 

6.2. Rekomendasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode investigasi kecurangan ICW 

sudah menjadi alat yang dapat mengeksplorasi potensi kecurangan. Kendati demikian masih 

terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dari metode ini. Salah satu keterbatasan utama 

dalam metode investigasi kecurangan ini adalah akses data. Masih banyak pengadaan publik 

tidak terbuka dan transparan, sebagaimana dalam penelitian ini. Selain itu proses yang cukup 

menguras waktu adalah untuk melakukan verifikasi informasi yang valid dan menghindari 

disinformasi. Maka dari itu ICW perlu meningkatkan dan memperkuat lagi kerjasamanya 

dengan lembaga-lembaga terkait seperti yang sudah dilakukan dengan LKPP. Hal ini akan 

sangat membantu para investigator dalam mengumpulkan informasi dan memastikan data yang 

didapat adalah data yang akurat. 

Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan proses investigasi menjadi lebih 

mudah dan tidak menghabiskan banyak waktu. Peneliti juga memberikan rekomendasi untuk 

penelitian lanjutan yakni: 
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1. Menelusuri lebih lanjut dampak buruk apa saja yang mungkin terjadi di lapangan 

(sekolah) yang diakibatkan oleh  kecurangan pengadaan barang/jasa publik di sektor 

pendidikan. 

2. Mengeksplorasi lebih lanjut keandalan metode investigasi fraud pengadaan barang/jasa 

publik dari ICW. 

3. Menyelidiki praktik monopoli dan kartel secara mendalam untuk mengetahui bentuk 

dan ciri-ciri praktik monopoli dan kartel yang mungkin terjadi dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 

4. Meneliti perkembangan teknologi untuk mendeteksi fraud dengan menilai efektivitas 

teknologi deteksi fraud yang sudah ada untuk mengetahui kelemahannya dan 

mengeksplorasi perkembangan teknologi yang dapat diadopsi dikembangkan di 

Indonesia untuk mendeteksi fraud. 
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